
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA PROBOLINGGO YANG INKLUSIF, 
BERSAYA SAING DAN BERKELANJUTAN 

 

VISI 

RPJMD 

1.  MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN,     
DAYA SAING EKONOMI DAERAH 
2. MEWUJUDKAN PEMANTAPAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS 
HIDUP MASYARAKAT 

MISI  

RPJMD 

1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI 
OPTIMALISASI POTENSI BILAN DAERAH 

2. PROSENTASE PENDUDUK MISKIN 

TUJUAN RPJMD 

 

1. Meningkatnya  Produktifitas Sektor unggulan Daerah 
2. Meningkatnya Cakupan Perlindungan social dan 

Kesejahteraan sosia Masyarakat 

SASARAN RPJMD 

 

1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI 
OPTIMALISASI POTENSI UNGGULAN DAERAH 
Indikator : Pertumbuhan Ekonomi 

2. MENURUNKAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN 
Indikator : Prosentase Penduduk miskin 

TUJUAN 

DISPERINAKER 

1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah 

Indikator : PDRB Sektor Perindustrian  

2. Meingkatnya Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan sosial 

Masyarakat 

Indikator : Tingkat Pengguran Terbuka 

 

SASARAN 

DISPERINAKER  

CASCADING 

 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA 

KERJA 



 

  

PROGRAM ,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN 

INDIKATOR 

Urusan Ketenaga Kerjaan 

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas 

Indikator : Prosentase Pencari Kerja dan tenaga 

kerja yang mendapatkan fasilitasi pelatihan dan 

peningkatan produktivitas 

Kegiatan :  

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit 

Kopetensi 
Indikator : Prosentase pencari kerja yang 

mendapatkan fasilitasi pelatihan berbasis 

kopetensi 

Sub Kegiatan 

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 

Pelatihan Keterampilan bagi pencari 

kerja berdasarkan Kloster 

Kopertensi 
Indikator : Jumlah tenaga kerja yang mendapat 

pelatihan berbasis kopetensi pada tahun n 

 

2. Koordinasi lintas Lembaga dan 

Kerjasama dengan sektor swasta 

untuk penyedian instruktur serta 

sarana dan Prasarana Lembaga 

pelaihan 
Indikator : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam 

rangkah optimalisasi kapasiatas instruktur dan 

peningkatan sarana dan prasarana perlatihan 

vokasi dan produktifitas pada tahun n 

Program Penempatan Tenaga Kerja 

Indikator : Prosentase Pencari Keja yang mendapatkan 

fasilitasi pelayanan antar kerja 

1 Kegiatan  :Pelayanan antar kerja didaerah 

Kab/kota 

Indikator : Prosentase Pencari Kerja yang mendapatkan 

fasilitasi pelayanan antar kerja 

Sub Kegiatan 

- Perluasan Kesempatan kerja  

Indikator : Jumlah Tenaga Keja  yang di 

berdayakan melalui program perluasan 

kesempatan kerja 

- Penyelenggaraan unit pelayanan 

Disabilitas ketenaga kerjaan 

Indikator : Jumlah tenaga kerja 

disabilitas yang mendapatkan fasilitas 

layanan ULD 

2 Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 

Indikator : Prosentase Pencari Kerja yang mendapatkan 

fasilitasi informasi pasar kerja  

Sub Kegiatan  

JOB FAIR/ Bursa Kerja 

Indikator : Jumlah Pecarii Kerja melalui Job Fair/Bursa Kerja 

 

Program Hubungan Industrial  

Indikator : 1. Prosentase Perusahaan yang memenuhi 

persyaratan kerja 

2. Prosentase Penurunan Khasus perselisihan hubungan 

industrial 

1. Kegiatan : Pengesahan peraturan 

Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja 

Bersama untuk Perusahaan yaqng hanya 

beroprasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota 

Indikator : Prosentase Perusahaan yang terlah 

menetapkan Peraturan Perusahaan terkait hubungan 

Industrial dan Pendaftaran perjanjian kerja Bersama 

Sub Kegiatan  

Penyelenggaraan pendataan dan informasi 

sarana hubungan industrial dan jaminan social 

tenaga kerja serta pengupahan 

Indikator : Jumlah data dan informasi sarana HI 

(PP/PKB,Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan 

pekerja yang terdaftar sebagai peserta dan Sostek serta 

pengupahan 

2. Kegiatan : Pencegahan dan Peryelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja 

dan penutupan perushaan di daerah kab/kota 

Indikator : Prosentase penurunan khasus perselisihan 

hubungan industrial 

Sub Kegiatan : Pecegahan Perselisihan 

Hubungan Industrial, mogok kerja,dan 

penutupan Perusahaan yang 

berakibat/bedampak pda kepentingan di satu 

daerah  

Indikator : Jumlah Perselisihan di cegah 

 



 

PROGRAM ,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN 

INDIKATOR 

Program Perencanaan dan Pembangunaan 

Indsustri  

Indikator : Prosentase Kebutuhan, perencanaan 

dan evaluasi pebangunan industri yang di 

fasilitasi 

Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Indsutri Kabupaten/ Kota 

 Indikator : Prosentase Rencana Pembangunan industri yang 

dilaksanakan 

Sub Kegiatan 

1. Koordinasi, Singkrunisasi, dan 

Pelaksanaan Pebangunan sumber daya 

industri  
Indikator : Jumlah dokumen hasil koordinasi, 

sinkrunisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan 

sumber daya industri 

2. Koordinasi Singkrunisasi, dan 

Pelaksanaan Pebangunan sarana dan 

prasarana industri 
Indikator : Jumlah dokumen hasil koordinasi, 

singkruniasasi dan Pelaksanaan Pebangunan 

sarana dan prasarana industri 

3. Koordinasi Singkrunisasi, dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 

Peran serta Masyarakaat 
Indkator : Jumlah dokumen hasil korodinasi 

Singkrunisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan 

Industri dan peran serta Masyarakaat 

4. Evaluasi Terhadap PelaksanaanRrencana 

Pembangunan Industri  
Indikator : Jumlah dokumen Evaluasi terhadap 

pelaksanaan rencana pembangnan industri 

Program Pengendalian Izin Usaha Industri 

Indikator : Prosentase Izin usaha industri (IUI), Izin 

perluasan indusri  (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 

dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang ditebitkan 

sesuai ketentuan 

Kegiatan  : Penerbitan iIin uUaha Industri (IUI), 

Izin perluasan indusri  (IPUI), Izin Usaha 

Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri (IPKI) yang ditebitkan sesuai 

ketentuan 

Indikator : Prosentase Izin usaha industri (IUI), Izin 

perluasan indusri  (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 

dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang ditebitkan 

sesuai ketentuan 

 

Sub Kegiatan 

Koodinasi dan singkronisasi pengawasan 

terhadap perizinan berusaha sektor 

Perindustrian yang menjadi kewenangan 

Kab/Kota 

Indikator : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan 

sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha 

industri dengan skla usaha indusri kecil dan industri 

menengah yang berlokasi di satu kab/kota sepanjang 

merupakan penanaman modal dalam negri dan selai 

bidang usaha tertentu yang menadi kewenangan 

pemerintah pusat  

Program Pengelolaan Sistem Informasi 

Industri Nasional 

Indikator : Prosentase data industri yang dikelola dengan 

SIINAS (Sitem Informasi Industri Nasional) 

 

Kegiatan  : Penyediaan Informasi Industri untuk 

informasi Industri, untuk IUI, IPUI,IUKI,Dan IPKI 

Kewenangan Kabupaten Kota 

Indikator : Prosentase data industri yang dikelola dengan 

SIINAS (Sitem Informasi Industri Nasional) 

Sub Kegiatan  

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan 

analisis data industri, data kawasan indusrti 

serta data lain lingkup kab/kota melalui system 

informasi industri nasional (SIINAS) 

Indikator : Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, 

Pengolahan dan analisis data industri, data kawasan 

indusrti serta data lain lingkup kab/kota melalui system 

informasi industri nasional (SIINAS) 

 

 

 

Urusan Perindustrian 


